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PRAKATA 
 

Assalamu’alaikum, Wr. Wb 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena 

atas rahmat dan nikmatNya, penulis dapat menerbitkan Buku 

Referensi dengan judul Tata Kelola Kawasan Mangrove Dalam 

Perspektif Governance Di Indonesia Kajian Teoritis dan Empiris. 

Buku ini bertujuan untuk menginisiasi panduan sederhana dan hasil 

riset terkait kondisi eksisting yang saat ini menjadi kondisi eksisting 

di Indonesia khususnya pada Daerah dengan potensi kawasan 

mangrove yang tinggi, wilayah pesisir yang mempunyai dampak 

besar terhadap kehidupan masyarakat, dan kawasan gambut yang 

langka.  

Kondisi eksisting saat ini menjelaskan urgensi tata kelola 

dalam peningkatan efisiensi, kapasitas, produktifitas, dan partisipasi 

dari segala actor yang berperan penting dalam tata kelola kawasan 

mangrove. Sehingga nilai – nilai keberlanjutan melalui segala aspek 

kehidupan dapat dimaksimalkan fungsinya bagi masyarakat dan 

Negara. Hal ini dilator belakangi oleh pendekatan governance  yang 

mempu mengklasifikasikan peran aktor dan tanggungjawabnya 

untuk mempertimbangkan keterlibatan seluruh ekosistem secara 

komprehensif dan terintegrasi. 

Minimnya referensi yang terbarukan dan analisis riset 

menyebabkan keterlambatan transformasi tata kelola kawasan 

mangrove, sehingga buku ini dapat menjadi gambaran terkait 
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penelitian lanjutan dan perkembangan keilmuan dalam segala aspek 

yang dapat diamati melalui tata kelola, kelembagaan, dan hubungan 

antar aktor di kawasan mangrove dengan ragam karakteristik 

wilayah tertentu. Maka dari itu terimakasih dan penghargaan 

terbesar bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kepenulisan buku ini, 

semoga buku ini dapat bernilai dan berkontribusi  baik secara teoritis 

maupun praktis dalam aspek Tata Kelola Kawasan Mangrove Dalam 

Perspektif Governance Di Indonesia. 

Buku ini dapat dibaca dan dijadikan referensi oleh segala 

kalangan termasuk masyarakat umum, terutama aktor – aktor yang 

terlibat dalam tatanan tata kelola kawasan mangrove, serta menjadi 

pedoman bagi keberlanjutan perkembangan ilmu pengetahuan 

melalui pengabdian ataupun penelitian lanjutan oleh mahasiswa, 

akademisi, praktisi dan birokrat yang membutuhkan, baik dalam 

menjadi sumber pustaka maupun menjadi sumber referensi terkait 

teori – teori baru, dalam hal perancangan program ataupun kegiatan 

yang berhubungan dengan tata kelola kawasan mangrove, serta 

dalam mewujudkan tata kelola kawasan mangrove yang produktif, 

efektif, dan efisien. 

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb 

Hormat Kami, 

Penulis 
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